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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah
provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah
kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada
prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta
menghasilkan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya
Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat melalui otonomi luas. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pelimpahan kewenangan bagi Pemerintahan Daerah untuk mengurus
rumah tangganya sendiri, bagi untuk merumuskan visi dan misi diberbagai
instansi ataupun menerapkan standar prosedur kerja yang ada di instansi-instansi
atau dinas-dinas didaerah tersebut.

Selain itu menjadi tugas pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan
pendapatan daerah, memajukan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas serta peran sesuai
tuntutan yang telah direncanakan sebelumnya dalam organisasi tersebut upaya
meningkatkan sumber daya manusia menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam
rangka mencapai efektifitas dan efesien setiap bidang aktifitas manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan
konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan
berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk
membangun kehidupan tersebut, maka UUD 1945 harus bertumbuh kembang
sesuai dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga
kehidupan bermasyarakat mendapatkan jaminan berdasarkan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah bahwa dalam Undang-Undang ini urusan pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat misalnya politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sementara
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itu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan
daerah kabupaten /kota, berada pada pemerintahan konkuren ini meliputi
kewenangan daerah atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan.
Urusan pemerintahan wajib adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan
urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Negara Indonesia dengan
sistem yang bertumpu pada asas desentralisasi yaitu memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, pada Pasal 224 berbunyi:

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

(2)  Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang
menguasai mengetahui teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud
pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 225 ayat (1) yang Berbunyi;
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat(1) mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan;

g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan;



2)

3)

(1)

(2)

3)

h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pendanaan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan Pelaksanaan

tugas lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang
menugasi.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pada Pasal 15 menjelaskan

bahwa:

Camat Menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa
atau Kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

Perizinan;

Rekomendasi;

Koordinasi;

Pembinaan;

Pengawasan;

Fasilitas;

Penetapan;,

Penyelenggaraan; dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan kewenangan Camat yang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup

Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
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(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Kkriteria
eksternalitas dan efisiensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah
ini.

Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 22
yang berbunyi:
Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
dikecamatan;
b. Melakukan percepatan pencapaian serta standar pelayanan minimal
diwilayahnya;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat dikecamatan;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
diwilayah kecamatan;
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah
kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Seperti halnya pada pemerintah Kecamatan lainnya, maka pemerintah
Kecamatan Cerenti yang merupakan perangkat daerah kabupaten kuantan
singingi, juga harus mampu mencapai kualitas sebagaimana yang diharapkan.
Pemerintah kecamatan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
apa yang menjadi harapan masyarakat, membela kepentingan dan memperdulikan
rasa keadilan serta bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat, agar

dapat mengoptimalkan kinerjanya terutama didalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Dalam observasi penelitian mengenai tugas Camat dalam mengawasi

pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kantor Camat Kecamatan Cerenti
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Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan dalam data kependudukan masyarakat

Kecamatan Cerenti sebagai berikut”

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk

Jumlah
Desa/ Kekurahan mlah Total
aki-laki rempuan
erakl 541 498 | 1039
Cerenti 281 294 575
ing Baru 457 762 1.219
Cerenti 647 697 1.344
Jambu 458 386 844
Ik 151 1.119 2.270
Bayur 879 924 1.803
e Berangin 831 845 1.676
Panjang Cerenti 555 538 1.093
ian 1.367 1.148 2.515
Pauh 247 243 490
ng Medan 686 575 1.261
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ung Baru Timur 770 727

1.497

JUMLAH 8.920 8.706

17.626

Dalam observasi yang penulis temui dalam penelitian mengenai tugas

Camat dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ada di Kantor

Camat Cerenti yang mengurus pelayanan masyarakat yang penulis ketahui dalam

berbagai macam-macam pelayanan masyarakat dalam satu bulan rata-rata yang

mengurus pelayanan masyarakat 10 hingga 30 orang yang mengurus pelayanan

dalam tiap bulannya sedangkan pegawai pelayanan yang ada di Kantor Camat

Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang melayani pelayanan masyarakat

berjumlah 12 pegawai maka di analisis atau diduga dalam satu hari masyarakat

yang mengurus pelayanan 1 orang hingga 5 orang.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang ada di

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut”

1.

2.

Pelayanan KTP-e

Pelayanan Kartu Keluarga

Pelayanan SKT/SKGR

Pelayanan Keterangan Pindah

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Pelayanan Rekomendasi SKCK

Pelayanan Rekomendasi 1zin Keramaian

Pelayanan SITU/HO

Pelayanan Rekomendasi SITU/HO
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10. Pelayanan Perpanjangan SITU/HO
11. Pelayanan IMB
12. Pelayanan Legalisir KTP/KK
13. Pelayanan Rekomendasi Lainnya
Dalam Hasil Pengamatan Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Ada Di
Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Diketahui Berjumlah 12

orang.

Dari uraian di atas maka terlihat adanya beberapa fenomena yang
mendukung untuk diadakannya penelitian mengenai tugas camat dalam
mengawasi pelaksanaan pelayanan masyarakat yang antara lainnya:

1. Belum adanya keputusan pengendalian yang dibuat oleh camat yang berisi
kendali atau alat untuk mengarahkan kinerja aparatur sipil negara untuk
mencapal tujuan dan kecepatan yang telah di tentukan.

2. Diduga sering tidak adanya camat dalam melakukan pemantauan atau
mengawasi kegiatan Kkinerja aparatur sipil negara sehingga terjadinya
keterlambatan dalam pembuatan suatu pengurusan yang dilakukan dikantor
camat cerenti kabupaten kuantan singingi.

3. Diduga camat tidak adanya memeriksa sarana praserana atau objek yang ada
Di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi contohnya belum
adanya terdapat kotak pengaduan/saran yang ada pada ruang tunggu kantor

camat.

B. Rumusan Masalah
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Dalam proses pencapaian tujuan pada organisasi, maka salah satu usaha
yang sangat berperan yaitu adanya pelaksanaan tugas dari dalam diri pegawai
setelah pegawai di beri tugas yang sesuai dengan kemampuan yang sering di kenal
dengan job description and job pleace (penempatan kerja dan penempatan tempat
kerja).

Sehingga dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang
sesuai dengan penempatannya, maka pelaksanaan tugas pegawai akan berjalan
dengan prosedur, kualitas dan kuantitas yang lebih banyak oleh sebab itu
pelaksanaan tugas yang efektif dan efesien akan memberikan kontribusi yang
besar dalam pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi.

Melihat fenomena permasalahan yang ada di Kantor Camat Cerenti, yang
di tinjau dari tugas Camat, maka dapat di temukan sebuah permasalahan
penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Tugas Camat Dalam Mengawasi
Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Dikecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan

Singingi?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang dan
permasalahan tersebut di atas maka peneliti dalam penelitian ini mempunyai

tujuan :
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a. Untuk mengetahui sejauh mana peran Camat Dalam Mengawasi
Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Cerenti Kabupaten
Kuantan Singingi.

b. Untuk mengetahui Hambatan Tugas Camat Dalam Mengawasi Pelaksanaan

Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada
pemerintah kecamatan sebagai mengawasi pelaksanaan pelayanan
masyarakat

b. Bahan informasi bagi mereka yang melakukan penelitian dengan bahan
permasalahan yang sama.

c. Memberikan tambahan referensi kepustakaan dan sumbangan penulis
terhadap almameter Universitas Islam Riau khususnya Fakultas Fisipol.

d. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada camat.

Untuk memperbaiki kinerjannya kedepan.
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